
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

NOMOR • 5 TAHU N 2000 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BERUPA KAYU 

Menimbang • 

Mengingat• 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS 

a. bahwa berdasarkan Undang.Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan 
dan Pemungutan Hasil Hutan pada hutan Produksi serta BAB IV 
Pasa! 7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan 
Hasi ! Hu tan, Daer ah Kabupaten diserah i wewenang u ntuk 
mengatur sebagian Urusan di Bidang Kehutanan termasuk 
memberikan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sesuai dengan 
Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 
Nomor 27); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan 
Lembaran Negara Norn or 3839); 

3. Undang.Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

4. Undang.Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran NegaraTahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3888); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan 
Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Norn or 2945); 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 
Kegiatan instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi 
Sumber Daya Hutan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan 
Hutan clan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3802); 

9. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana 
Reboisasi; 

10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
2200/KPTS-II/1999 tentang Besamya Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH) persatuan Hasil Hutan; 

11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak 
Pemungutan Hasil Hutan; 

12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 
315/KPTS-I I/ 1999 tentan g Tata Cara Pen gen aan, Pen etapan dan 
Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan 
Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLPATEN KAPUAS 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUASTENTANG TATA CARA 
PEMUNGUT AN HASIL HUT AN BER UP A KA YU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan • 

a Daerah dalam Daerah Kabupaten Kapuas; 
b. Gebernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah; 
c. Bupati adalah Bupati Kapuas; 
d Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan 

adalah Kepala Kantor Wilayah Depatemen Kehutanan dan 
Perkebun an Pro pin si Kai imantan Ten gah; 

e. Dinas Kehutanan Propinsi adalah Dinas Kehutanan Propinsi 
Kalimantan Tengah; 

f. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas; 
g Camat setempat adalah Camat dalam Kabupaten Kapuas, daerah 

lokasi kegiatan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan; 



h. Aparat Kehutanan setempat adalah Aparat yang berada di 
Kecamatan di daerah Kabupaten Kapuas; 

i. Hasil Hu tan adaah ben da-ben da hayati yang dih asil kan dari h utan; 
j Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri 

Keh utan an dan Perkebunan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai 
h utan tetap; 

k. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal/berdomisili 
tetap dan mempunyai KTP Kabupaten Kapuas; 

I. Hak Pemungutan Hasii Hutan (HPHH) adalah Hak untuk memungut 
Hasil Hutan berupa kayu pada hutan produksi dalam jumlah dan 
j eni s yang ditetapkan dalam surat iji n; 

m. ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) adaiah ijin untuk melaksanakan 
penebangan dan Penggunaan Kayu dari areal hutan penebangan dan 
penggunaan kayu dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada 
areal pen ggun aan Iain u ntu k keperlu an pem bangu nan h utan 
tan a man dan keperlu an non keh utan an; 

n. I ji n sah Iain nya (ISL) adalah ij in u ntu k mel aksan akan pen eban gan 
dan penggunaan kayu dari areal hutan selain Hak Pengusahaan 
Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Hak 
Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM), ljin Pemanfaatan 
Kayu (IPK); 

o. ljin Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah ijin yang diberikan oleh 
Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Hasil Hutan; 

p Dana Reboisasi (DR) adaiah dana yang dipungut dari Pemegang 
Hak Pemungutan Hasi! Hutan dari hutan alam yang berupa kayu 
dal am ran gka reboisasi dan reh abi I rtasi I ah an; 

q Provisi sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang 
dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik (nilai fisik kayu) dari hasil 
h utan yang di pu ngut dari hut an n egara; 

r. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adaiah Hak untuk 
mengusahakan hutan dalam suatu kawasan hutan sesuai dengan 
ketentuan yang berl aku serta azas kelestari an; 

s. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang diperuntukan guna 
produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada 
umumnya dan khususnya pembangunan, industri dan ekspor; 

t. Tata Batas Areal adalah batas yang mengelilingi areal kerja Hak 
Pem un gutan Hasil Hu tan yang beru pa rinti san yang di bersi hkan dari 
semak-semak atau tumbuhan selebar +/- 5 m dan pada ujung 
sebelah dalam diberi patok 

u. Penerbit Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) adaiah Pejabat 
Kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Bupati untuk 
menerbitkan (SAKB); 

v. Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) adaiah dokumen angkutan 
kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang memuat nomor dan 
tanggal Daftar Kayu Bulat (DKB), Rekapitulasi Jenis, Jumlah 
Batang dan Volume/Berat Kayu Bulat dan atau bahan baku serpih 
yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan; 



w. Daftar Kayu Bulat (DKB) adalah dokumen yang memuat nomor dan 
tanggal Laporan Hasi! Produksi (LHP), Nomor Batang, Jenis, 
Panjang, Diameter dan Volume setiap batang kayu bulat yang 
diangkut serta merupakan lampiran Surat Angkutan Kayu Bulat 
(SAKB); 

x. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) adalah Pejabat 
Kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Bupati; 

y Base Camp adalah terdiri dari bangunan kantor, perumahan 
karyawan, sarana-sarana sosial dan lain-lain serta merupakan pusat 
kegiatan; 

z. Ren can a Kerja adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan 
pemungutan hasil hutan dengan berpegang kepada azas manfaat 
dan azas kelestari an; 

aa. Crui ssin g adalah kegiatan pencatatan, pen guku ran poh on dan 
penandaan pohon dalam area! Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk 
mengetah ui j en is, ju mi ah dan volume serta pencatatan data 
lapangan lainnya; 

bb. Perorangan adalah individu (person) yang berasal dari dan tinggal di 
suatu daerah didalam wilayah Kabupaten Kapuas; 

cc. Koperasi adalah Sadan Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Un dang Nomor 25 T ah un 1992; 

dd. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pepohonan yang secara 
kesel u ru h an meru pakan persekutu an h idu p al am h ayati beserta 
alam lingkungannya yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai 
hutan; 

ee. Hutan Nagara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh 
diatas tan ah yang tidak dibebani hak milik; 

ff. Pohon inti adalah pohon mudajenis komersial/Perdagangan yang 
berdiameter 20 (dua puiuh) Cm sampai 49 (empat puluh sembilan) 
Cm yang ditetapkan 25 pohon/Ha untuk rimba campuran dan 15 
pohon/Ha untuk hutan ramin (rawa) yang akan dijadikan tegakan 
utama dalam rotasi berikutnya; 

gg Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah karyawan pemegang 
Hak Pemungutan Hasil Hutan yang bertugas menyusun Laporan 
Hasil Produksi (LHP); 

hh. Tempat Penimbunan Kayu (TPn) adalah tempat untuk 

ii. 

jj 

mengumpulkan kayu hasil penebangan di sekitar tempat tebangan 
yang bersangkutan; 
Tempat Pengumpulan Kayu 
mempunyai fungsi untuk 
mengeluarkan kayu bulat; 

(TPK) adalah tempat 
menerima, menimbun 

yang 
dan 

Palu Tok adalah alat untuk memberi tanda pada kayu bulat yang 
menunjukan identitas ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagai 
pemilik kayu bulat; 

kk. Pengawas Eksploitasi (PE) adalah aparat Dinas Kehutanan 
Kabupaten yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan 
penebangan di lapangan; 



II. Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor luran Kahutanan 
Daerah (NPWS-HUTDA) adalah nomor register pemegang ijin Hak 
Pemungutan Hasil Hutan sebagai Wajib Bayar dan Wajib Setor luran 
Kehutanan Daerah; 

mm. Penghentian Pelayanan adalah sanksi yang dikenakan kepada 
Pemegang ijin berupa penanggalan pelayanan akibat tidak 
dipenuhinya kewajiban dan pembayaran Provisi Sumber Daya 
Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi (DR) 

BAB II 
TATACARAPERMOHONAN 

Pasal2 

(1) Pemohon yang dapat mengajukan Hak Pemungutan Hasil Hutan 
adalah 

a Perorangan; 
b. Koperasi 

(2) Prioritas pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah kepada 
masyarakat wilayah kecamatan setempat dalam Kabupaten Kapuas 

Pasal3 
Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan kepada Bupati 
dengan tembusan kepada 

a Gubernur; 
b. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten; 
c. Camat setempat; 
d. Lurah/Kepala Desa setempat. 

Pasal4 
(1) Formulir permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Formulir 

pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan ditetapkan oleh Bupati 

(2) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan dilengkapi dengan 
dokumen yang terdi ri dari • 

a I dentitas pemoh on (KTP dan Kartu Keiuarga); 
b. Rencana Kerja dengan bentuk sebagaimana ditetapkan oleh 

Bupati; 
c. Peta areal kegiatan yang digambar dengan skala 1 • 50.000 

yang disahkan oleh Camat; 
d. Akta pendirian perusahaan/Koperasi serta perubahannya yang 

telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi perusahaan 
yang lama, sedangkan bagi yang baru tidak perlu; 

e. Neraca keuangan tahun terakhir; 
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib 

Pajak/Retribusi Daerah (NPWP/RD); 
g T anda lunas Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Dae rah dan 

Retribusi Daerah dari pemohon, 2 tahun terakhir; 



(3) Permohonan yang diajukan perorangan tidak perlu melampirkan 
sebagaimana tersebut pada ayffi (2) Pasal ini, huruf d, e dan f. 

Pasal5 

(1) Permohonan sebagaimana Pasal 4 diatas dinilai oleh Dinas 
Kehutanan Kabupaten yang meliputi pemeriksaan administrasi dan 
pemeriksaan lapangan 

(2) Pemeriksaan Administrasi meliputi kelengkapan dan evaluasi 
dokumen sebagaimana Pasal 4 ayat (2) di atas. 

(3) Permohonan dapffi ditolak apabila • 
a. Pemoh on bukan dari masyarakffi setempffi; 
b. Areal yang dimohon telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan, ljin 

Pemanfaffian Kayu dan lji n sah lain nya; 
c. Areal yang dim oh on termasuk bukan hutan produksi ffiau 

kawasan hutan produksi yang dikonversi/dialih fungsikan dalam 
kawasan budi daya menu rut peta padu serasi (RTRWP dan 
TGHK) 

(4) Pemberitahuan penolakan permohonan Hak Pemungutan Hasil 
Hutan diterbitkan oleh Dinas Kehutanan selambffi-lambatnya 15 (lima 
belas) hari setelah permohonan di aj ukan 

Pasal6 

(1) Dalam hal permohonan dinyatakan memenuhi syarat sesuai 
dengan Pasal 5 ayat (2) diatas maka Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten meiaksanakan pemeriksaan lapangan atas areal yang 
dimohon meliputi 

a. T ffia batas areal yang dimohon; 
b. Potensi kayu; 
c. Evaluasi atas Rencana Kerja yang telah disusun oleh 

pemohon. 
d. Pemeriksaan rencana lokasi Base Camp, Tpn dan TPK. 

(2) Hasi! pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Serita Acara 
Pemeriksaan (BAP) 

(3) Biaya Pemeriksaan dibebankan kepada pihak pemohon yang 
besamya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupffii 

(4) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten menerbitkan surat penolakan 
permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan apabila hasil laporan 
Tim pemeriksaan lapangan pada areal yang dimohon dijumpai 

a. Status sengketa dengan pihak lain 
b. Tidak terdapat kayu 



Pasal7 

(1) Setelah Pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan 
memenuhi syarat permohonan diteruskan kepada Bupati dengan 
disertai dan pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Kehutanan 
Kabupaten 

(2) Setelah dipenuhinya kewajiban pembayaran retribusi daerah dan 
atau pungutan daerah maka ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dapat 
diterbitkan oleh Bu pati dal am waktu 7 (tuj uh) h ari kerj a 

(3) ljin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu memuat 
jenis dan jumlah/Volume kayu yang diijinkan untuk ditebang, jumlah 
pohon inti yang tidak boleh ditebang, jumlah bibit yang harus 
ditanam, luas dan letak areal yang dituangkan dalam peta areal 
kerj a serta jangka waktu beriaku nya ij in 

( 4) lj in H ak Pem un gutan H asil Hutan di beri kan u ntu k j an gka waktu 
selama 1(satu) tahun, yang dihitung berdasarkan Tahun Anggaran 
Pemeri rrtah den gan lu as maksimu n 100 Ha ( seratu s h ektar) 

Pasat8 

(1) Berdasarkan ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana 
pasal 7 ayat (2) maka pemegang ijin mengajukan kepada Kepala 
Dinas Kehutanan Kabupaten sebagai berikut 

a Rencana pembuatan Base Camp 
b. ljin lokasi tempat pengumpulan kayu (TPn)/Tempat 

Penimbunan Kayu (TPK) 
c. ljin penggunaan Palu Tok sebagai pengena! legalitas 

(2) Berdasarkan ljin Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana pada 
pasal 7 ayat (2) Bupati selanjutnya • 

a Menunjuk Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) 
dan penerbit Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) 

b. Menu nj uk Pen gawas Eksploitasi. 
c. Menerbitkan Nomor PokokWajib Pungut Setor luran Kehutanan 

Daerah (NPWS-HUTDA) 
d. Mengesahkan Palu Tok sebagai tanda pengenal legalitas 

kayu 
(3) F ormu Ii r Surat Angkutan Kayu Bu lat ( SAKB) di perol eh dari Din as 

Kehutanan Kabupaten 



BABIII 
PELAKSANAAN HAK PEMUl'GUTAN HASIL HUTAN 

Pasal9 

(1) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari setelah ijin Hak pemungutan Hasil Hutan terblt agar 
segera merealisasikan kegiatan nyata dilapangan 

(2) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dapat membentuk unit 
kerja lapangan sesu ai dengan keperlu an 

(3) Pohon yang boleh ditebang adalah pohon-pohon yang mempunyai 
diameter 20 (dua puluh) Cm ke atas untuk hutan rawa dan 30 (tiga 
pul uh) Cm ke atas u ntu k hutan tan ah keri ng/pegun un gan 

(4) Pelaksanaan Tata Usaha Kayu dan Tata Usaha PSDH-DR 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum 
pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini. 

(5) Bila dalam pelaksanaan pembangunan sarana jalan terkena 
lahan/Hak masyarakat maka harus diselesaikan/dimusyawarahkan 
dengan pemilik hak 

BABIV 

PELA PO RAN 

Pasal 10 

(1) Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membuat 
dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan 
yang meliputi 

a. Luas tebangan dan produksi kayu. 
b. lnformasi perkembangan pemanfaatan kayu 
c. Kewajiban pembayaran iuran Kehutanan. 
d. Realisasi kegiatan penanaman 

(2) Format pelaporan bulanan disesuaikan dengan ketentuan yang 
berlaku. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas disampaikan 
kepada Bupati paling lambat akhir bulan yang bersangkutan dengan 
tembusan 
a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 
b. Camat setempat. 
c. Aparat Kehutanan setempat. 



Pasal 11 

(1) Berdasarkan tembusan laporan yang disampaikan oleh pemegang 
Hak Pemungutan Hasil Hutan, maka aparat Keh utan an setempat 
wajib mengevaluasi untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala 
Dinas Kehutanan Kabupaten paling lambat setiap tanggal 5 (lima) 
bu Ian berikut. 

(2) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten mengevaluasi laporan dari 
aparat Kehutanan setempat sebagaimana pasal 11 ayat (1) diatas 
dan diteruskan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bu Ian 
berikutnya, dengan tembusan Kepala Din as Keh utan an Propinsi 

(3) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan hasil hutan 
kepada Gubemur dengan tembusan kepada Direktur Jendral 
Pengusahaan Hutan Produksi dan Kepala Dinas Kehutanan 
Propin si untu k setiap 3 (tiga) bu Ian sekal i 

BABV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 12 

(1) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan mempunyai hak sebagai 
berikut 

a. Melakukan pemungutan dan penjualan hasil hutan berupa kayu 
di areal kerjanya sesuai yang ditetapkan dalam target 
sebagaimana surat ijin yang telah diberikan. 

b. Menerapkan sistem penebangan secara tradisional/semi 
mekanis sepanjang tidak bertentangan dengan azas 
kelestari an hutan dan I ingkun gan 

(2) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan mempunyai 
kewajiban 

a. Mel aksan akan tata batas areal-areal kerja 
b. Melaksanakan cruising 
c. Membayar iuran kehutanan dan pungutan lainnya yang sah 

kepada Pemeri ntah Daer ah. 
d. Melaksanakan penanaman disekitar pohon yang ditebang 

dengan jenis tanaman perdagangan dengan ratio 1 • 5. 
e. Melaksanakan periindungan hutan dari bahaya kebakaran, 

tebangan liar dan perambahan hutan serta perburuan satwa 
yang dili ndu ngi 

f. Menjual kayu bu lat hasil kegiatan Hak Pemungutan Hasil Hutan 
kepada industri pengolahan kayu yang ada di Wilayah Daerah. 

g Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib 
memperkerjakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. 

h. Pemegang ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib 
memperhatikan konservasi 



i. Sebelum masa ijin berakhir melaksanakan pembangunan di 
Desa lokasi HPHH atau Desa terdekat berdasarkan hasil 
musyawarah desa yang salah satu sarananya adalah sebagai 
berikut 

1) Saran a dan prasarana pen didikan atau ; 
2) Saran a dan prasarana Sosial atau Kesehatan, atau; 
3) Menyediakan tanah kas Desa seluas 5 (lima) Ha lengkap 

den gan Sertifikat, atau; 
4) Sarana dan prasarana Perekonomian atau; 5) 
Sarana dan prasarana Perhubungan 

Dengan nilai serendah-rendahnya Rp. 5. 000,-A\113 (lima ribu rupiah 
per meter kubik) dikali jumlah realisasi produksi yang harus sudah 
selesai pad a bu Ian ke 10 ( sepul uh) dari mas a iji n 

BABVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 
(1) Aparat kehutanan setempat melakukan pembinaan teknis secara 

langsung 

(2) Camat setempat melakukan pembinaan secara umum kegiatan 
Hak pemun gutan Hasi I Hu tan. 

(3) Kepaia Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten melakukan 
pengawasan. 

BAB\111 
LARANGAN 

Pasal 14 

Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dilarang • 

a. Menebang kayu melebihi batas volume I batas toleransi yang 
diijinkan dibawah 5 %. 

b. Menampung kayu diluar areal yang diijinkan 
c. Melakukan penebangan sebelum ijin disahkan. 
d. Membuat laporan fil4if 
e. Menebang pohon yang dilindungi. 
f. Melakukan pembakaran didalam areal Hak Pemungutan Hasil 

Hutan. 
g Men girim kayu tan pa dilin du ngi doku men yang sah. 
h. Menebang pohon inti. 
i. Menebang dil uar ij in yang dis ah kan. 
j Menggunakan peralatan mekanis berat seperti tracktor logging truck 

dan treil ler. 
k. Memindah tangankan ijin Pemungutan Hasil Hutan kepada pihak 

yang lain. 



BAB \/111 
SANKSI - SANKSI 

Pasal 15 

(1) Jenis-jenis pelanggaran Hak Pemungutan Hasil Hutan dikenakan 
sanksi yang dikelompokkan • 

a. Penghentian pelayanan 
b. Pengenaan bunga 5 %. 
c. Denda administrasi. 
d. Pencabutan hak / ij in 

(2) Sanksi penghentian pelayanan dikenakan apabila pemegang ijin 
Hak Pemungutan Hasil Hutan melakukan pelanggaran • 

a. Keterlambatan penyampai an laporan bulanan. 
b. Keterlambatan penyetoran pembayaran 

Pemerintah Daerah. 
iuran kepada 

(3) Sanksi bunga 5 % (lima persen) sebulan dikenakan apabila 
pemegang Hak Pemungutan Hasi ! Hutan melakukan pelanggaran 
berupa keterlambatan penyetoran pembayaran PSDH dan DR dan 
disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas 

(4) Denda administrasi dikenakan apabila pemegang ijin Hak 
Pemungutan Hasil Hutan melakukan pelanggaran Tata Usaha Kayu 
dan alau pelanggaran eksplortasi yang besarnya sebagaimana daftar 
lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) Sanksi bun ga dan denda ad min istrasi disetorkan ke kantor kas 
daerah Kabupaten Kapuas 

(6) Sanksi ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan dicabut, apabila 

a. Tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai 
peraturan perun dan g.u ndangan yang berlaku. 

b. Meru sak Ii n gku n gan atau merus ak fun gsi kon servasi sesu ai 
peratu ran perun dan g-un dan gan yang berl aku. 

c. Mengambil hasil hutan yang tidak sesuai dengan ijin yang 
berlaku. 

d. Memindahtangankan kepada pihak lain. 

(7) Dikenakan sanksi denda administrasi berupa pembayaran sebesar 
biaya pembangunan apabila pemegang HPHH tidak 
melaksanakan pembangunan salah satu sarana sebagaimana 
dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf i, dan telah diperingatkan secara 
tertu Ii s sebanyak 3 ( tiga) kali dalam selang waktu 10 ( sepu lu h) hari. 

(8) Pengenaan sanksi denda atau pencabutan didasarkan pada Serita 
Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Aparat Keh utan an setempat atau 
Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati. 



(9) Pemegang ijin HPHH dikenakan sanksi pidana berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang beriaku, apabila • 

a. Mengangkut/memiliki/menguasai hasil hutan berupa kayu tanpa 
dokumen angkutan yang sah; 

b. Merubah isi dokumen SAKB atau faktur angkutan atau Daftar 
Pen gan gkut Pen gganti, seh in gga berbeda antara satu den gan 
lembar iainnya; 

c. Menggunakan dokumen SAKB atau Faktur angkutan secara 
berul ang kali; 

d. Melakukan pengiriman kayu dengan dokumen SAKB akan tetapi 
kayu atau hasil hutan selain kayu tersebut tidak pemah sampai ke 
tempat tujuan 

BABIX 

HAPUSNY A HAK PEMUNGUTAN HASIL HUT AN 

Pasal 16 

( 1) H ak Pe mun gutan H asil Hut an hapus karena • 

a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir. 
b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada 

pemegang hak. 
c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada 

pemerintah sebelu m jangka wa ktu berakh ir. 

d. Volume dan batas toleransi dibawah 5 % yang ditentukan dalam 
ijin tel ah di penu hi 

(2) Berakhirnya hak pemungutan hasil hutan atas dasar ketentuan ayat 
(1) tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk 
melunasi Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi (DR) dan 
kewaj iban-kewaj iban Iain sesua i dengan ketentuan peratu ran 
peru ndang-un dang an yang beriaku. 

(3) Hak Pemungutan Hasil Hutan yang teiah berakhir, lokasi eks Hak 
Pemungutan Hasil Hutan kembali menjadi Hutan Negara dan baru 
dapat dimohonkan HPHH seteiah j angka waktu 15 tahun. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Sepanjang Dinas Kehutanan kabupaten belum berfungsi maka 
penyelenggara Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhutanan dan 
Konservasi Tanah Kabupaten Kapuas 



BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Nomor 
673 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Tata Cara 
Pemungutan Hasil Hutan Berupa Kayu dinyatakan tidak beriaku lagi 

Pasal 19 

Segaia sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksan aannya akan di atur lebi h lanj ut oleh Bu pati 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada tanggal 13 mei 2000. 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
Pad a tanggal 13 M e i 2000. 

BUPATI KAPUAS 

Cap dtt 

BURHANUDIN AU 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

Cap dtt 

Drs. TOEKIYO A.A, MSc 
Pembina Tingkat I 
NIP. 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

TAHUN2000 NOMOR 14 SERI D. 


